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PUTUSAN
Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Rgt.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 16 April 1985, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 26 Agustus 1982, agama
Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Sekarang Tidak Di Ketahui
Alamatnya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2020 telah
mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Rengat, dengan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 18 Juni 2020,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 08 Februari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjar Negara, Kabupaten Banjar Negara,
Provinsi Jawa Tengah dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. ...... , tertanggal
08 Februari 2005;
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2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
sebagai berikut:........ , selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak
sebagai berikut:

1.Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.

2.Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3.Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.

4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam)
bulan lamanya, kemudian istreri saya itu tidak ridho dan mengadukan
halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta
diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya,
maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.Kepada Pengadilan tersebut saya
kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian
menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq.
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan
ibadah sosial.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Komplek C Il PT. INECDA, Seberida hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 mulai
terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi di dalam
rumah tangga, dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan
rumah tangga tidak tercukupi;

6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pamit/meminta izin kepada Penggugat
untuk pergi bekerja. Namun, sejak meninggalkan rumah saat itu Tergugat
tidak pernah pulang ke rumah lagi. Keadaan demikian membuat Penggugat
bertanya-tanya, alasan Tergugat tidak pulang ke rumah, tinggal bersama
Penggugat dan anak;
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7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat
sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu tidak menafkahi Penggugat
dan anak serta tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat;

8. Bahwa semenjak berpisah, Tergugat sudah tidak ada datang menjenguk
anak dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh
wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Goib Nomor:
17/01/SKG-SBT/VI/2020 yang ditandatangani oleh Kepada Desa Sibabat
tertanggal 17 Juni 2020;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar
melanggar perjanjian sighat taklik talak pada ayat (1), (2), dan (4)
sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
10.Bahwa berdasarkan pelanggaran sighat taklik talak yang telah Tergugat
lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan
bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);

11.Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan keutuhan rumah
tangga ini dengan cara menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
12.Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada
lagi tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga
Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian
ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas,
maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk
menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas
selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat ..... terhadap Penggugat
....... dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
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3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku;
Subsidair:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang
seadil-adilnya.
Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah
datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya
serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan
terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya

perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ...... Nomor
1402065604850003 tertanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri
Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
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2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...... , tertanggal 08 Februari
2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banjar Negara, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi
Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;
B. Saksi:

1 , tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 05 Januari 1967, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
RT 006 RW 007, Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten
Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
Saksi ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri,
menikah pada tanggal 08 Februari 2005, tercatat di KUA Kecamatan
Banjar Negara, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Komplek C Il PT. INECDA, hingga pisah rumabh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat, bahkan hingga saat ini keberadaan
Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa sebelum pergi Tergugat meminta izin untuk bekerja,
namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
© 4

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan
Penggugat lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat
dibantu oleh Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat
dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
20 e , tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 03 Maret 1992,
agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,
tempat kediaman di Jalan Damar Pematang Jaya RT 06 RW 02, Desa
Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
Saksi tetangga Penggugat dengan jarak rumah kira-kira 50 meter;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri,
menikah pada tanggal 08 Februari 2005, tercatat di KUA Kecamatan
Banjar Negara, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Komplek C Il PT. INECDA, hingga pisah rumabh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat, bahkan hingga saat ini keberadaan
Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa sebelum pergi Tergugat meminta izin untuk bekerja,
namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan
Penggugat lagi;
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- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat
dibantu oleh Ibu Penggugat dan juga sebagai instruktur senam;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat
dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat
didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis
Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-
panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana
dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar
Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan
demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa
Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat

sesaat setelah akad nikah;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah
melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah
akad nikah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka

kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada

wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan
Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti
surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868
KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
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suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak

berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan
Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah
diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan

dua orang saksi, masing-masing bernama....... dan ....... ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu dan
sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin

kepada Penggugat selama empat tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu dan
sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin

kepada Penggugat selama empat tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah saudara
sepupu dan tetangga Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan
keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut
telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di
persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah
mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah
meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu dan sejak kepergian
Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula
memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, keterangan kedua saksi
tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas
pengetahuan langsung kedua saksi selaku saudara kandung Penggugat, oleh
sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat
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tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat

materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah
diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat
telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 1 (satu), angga 2 (dua) dan 4
(empat);

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi
yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis
Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai

batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti yang
telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat,
Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran
sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, karenanya gugatan
Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan
alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat yang dilaksanakan pada 08 Februari 2005, maka berdasarkan surat
Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penggugat diwajibkan
membayar uang iwad sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim
berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149
R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan

yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah
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melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang
dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 116 huruf g

Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khlu'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat ........ terhadap Penggugat
........ dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur
Al Jumat, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra.
Murawati, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi
Efrianti, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Roshah Zaleha Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.
Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp10.000,00
6. Biaya Meterai Rp6.000.00
Jumlah Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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